
BUPATI MUSI RAUIAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR /-0 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PEI,AYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARYA SAKTI

Menimbang :

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan l,ayanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar

Pelayanan Minimal pada Pusat Kesehatan Masya-rakat

Karya Sakti KabuPaten Musi Rawas,

Mengingat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat U dan Kotapraja Di

Sumatera Selatan (I,embaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentaIlg

Pemerintahan Daerah (t€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan

kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan l€mbaran Ncgara

Republik Indonesia Nomor 5679);
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4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor

121s);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunal Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Talun 2016 Nomor 10)'

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARYA SAKTI

KA.E}UPATEN MUSI RAWAS,

BAE} I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturatt Bupati ini yang dimalsud dengarr:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4- Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

Musi Rawas.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

yang dibentuk untuk memberikan peLayanart kopada

masyarakat berupa penyediaan baralg dan/atau jasa

yang dijualkan mengutamalen mencari keuntungan,

dan daLam melakukal kegiatan nya didasarkan pada

prinsip efisiensi dan produktivitas.

Menetapkan :

L
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6.

7.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya

disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan

keuangal yang memberikan lleksibilitas berupa

keleluasaan untuk menerapkan praltek-praktek

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

balgsa, sebagai Pengecualian dari ketentuan

keuanga-n daeralt Pada umumnYa.

Pusat Kesehatan Masya-rakat, yang selanjutnya

disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan

Masyarakat Karya Sakti yang merupakan sarana

pelayanan kesehatan fungsional dan merupakan Unit

Keda Perangkat Daerah yang menangani urusaa

kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan

secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan adaial kegiatan yang bertujuan

untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah

penyakit, mendiagnosa dan mengobati penyakit,

memantau perkembangal penyakit, mencegah

kecacatan, dan merehabilitasi kesehatan pasien.

Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan yang

diberikan oleh tenaga medis dan/atau paramedis

kepada semua pasien yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat lnap, Puskesmas

Pembantu, dan Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan

Desa (PKD), Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu)

dalam rangka pemeriksaan anarnnesa, observasi,

diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral

dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu

tinggal di rawat inap.

Pelayansn tindakan khusus adalah pelayanan tingkat

lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau

paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang

kepada pasien tertentu yang berkunjung ke

Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas
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14.

Pembantu, dan Puskesmas Keliling yang telah

memperoleh pelayanan kesehatan dan karena

penyakit nya memerlukal tindakal khusus atau

tindakan tanjutan pengobatan.

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada

pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis,

pengobatan, rehabilitasi medic atau kesehatan lain

nya dengan menernpati tempat tidur Puskesmas

Rawat lnap.

Pelayanan gawat darurat adalah peLayanan kesehatan

tingkat lanjutan yang harus diberikan secepat nya

untuk mencegah dan/ atau menanggulangi resiko

kematian atau cacat.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjut nya

disingkat SPM adalah hasil spesifikasi teknis tentang

tolak ukur layanan minimal yang diberikal oleh

Puskesmas kepada masyarakat.

Jenis pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yarlg

diberika-n oteh Puskesmas kepada masyarakat.

Mutu pelayanan kesehatan adalah kinerja yang

menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan

kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan

kepuasan pada masyarakat serta pihak tain, tata

penyelenggaraan nya sesuai starldar yang telah

ditetapkan.

Dehnisi operasional adalah uraian yang dimaksudkan

untuk menjelaskal pengertian dari indicator upaya

kesehatan perorangan dan

masyarakat.

upaya kesehatan

Sumber data adalah sumber bahannya atau

keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang

berhubungan langsung dengan persoalan.

Upaya Kesehatan Peroralgan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah upaya kesehatan yang

bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan

memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
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20.
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l2l

Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutrrya

disingkat UKM adalah uPaya kesehatan yang

bertujuan memelihara, meningkatkan kesehatan dal

mencegah penyakit suatu kelompok dart masyarakat.

Upaya penyediaan data kesehatan adalah kegiatan

yang dilakukan oleh petugas pengeloLa data untuk

melakukan pengumpulan data, pengolahan dan

analisis data hasil kegiatan upaya kesehatan

perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan

pemberdayaan masya.rakat yang bertujusn untuk

mengetahui kondisi kesehatan dan faktor yang

mempengaruhinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Pelayaran Minimal dimaksudkan untuk

memberi panduan kepada Pemerintah Kabupaten

dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pengawasan dan pertanggungiawaban

penyelengaraan SPM pada Puskesmas.

standa,r Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk

meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan

kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PEI,AYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI,
BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN

URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melalsanaksn pelayanan

kesehat€n dengan mengutamakan pencegahan (preventifl,

penyembuhan {kumtr,1l, pemulihat (retnbilitatifl yang

dilaksanakan secata terPadu dengan upaya peningkatan

(promotiJ) sertf,- lpaya rujukan.
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Bagian Kedua

Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai' dan Batas

Walftr Pencapaisn

Pasal 4

(1) Jenis pel,ayanan rmtuk Puskesmas, meliputi :

a. Upaya Keschatan Perseorangan, meliputi:

1) Pelayanan Gawat Darurat;

2) Pelayanan Rawat Jalaru

3) Pelayanan Rawat InaP;

4) Persatinan;

5) Pelayanan Laboratorium Sederhaaa;

6) Pelayanan Farmasi;

7) Pelayanan Gizi;

8) Pelayana-n Rekam Medik;

9) Pengelolaan Limbah;

lO) Administrasi dan Manajemen;

I 1) Pelayanan Anbulan ;
12) Pemeliharaan;

13) Pencegahan dan Pengendalian; dan

14) Pelayanan Keamana[;

b. Upaya Kesehatan Masyarakat, meliPuti :

1) PelaYanan Kesehatan Ibu Hrrnil;

2) Pelayanan Kesehatan lbu Bersalin;

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;

4) Pelayanan Kesehatan Balita;

5l Pelayanan Kesehatan Pada Usia PendidiLqrr

Dasar;

6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produlrtif;

4 Pelayanan Kesehatan Pada UBia lanjut;

8) Petrayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

Miletus;

10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
Jiwa Berat;

I l) Fel,ayanan Keschatan Orang dengan TB; dan
l2)Pelayansn Kesehatan orang dengaa Risiko

Terinfeksi HIV.
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(3)

Indikator, standar nilai, batas waldu pencapaian pada

setiap jenis pelayanan untuk upaya kes€hatan

pereeorangan pada Puskemas tercantum dalarn

Iampiran I Feraflrran Bupati ini'

Indikator, standar nila.i, batas walrtu Penc€.Paian Pada

jenis pelayanan untul( upaya kesehatan masyarakat

pada Puskesmas, tercantum dalam Lampirar lI

Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(U PuEkesmas lrang meneraPkan PPK BLUD wajib

mel,aksanakan pelayanan bcrdasarkan SPM dalam

P€raturan Bupati ini.

(2) Kepafa Puskesmas seba8aimana dimaksud pada ayat

(f) bertanggtmg jawab dalam penyelenggaraan

pelayanan yang di pimpinnya sesuai SPM yang di

tetapkan dalam peraturan Bupati ini.

(3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM

dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan

kompetensi yang s€suai dengan ketenhun peraturan

pcrundang-undangan.

BAB V

PENERAPAN

PaEal 6

(1) Kcpala Puakcsmas yang mcnerapkan PPK BLUD

menJmsun rencana kerja dan anggaran, target, serta

upa.ya dan pelaksanasn p€ningkatan mutu pelayanan

tahunarr Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan

SPM.

(2) Rcncana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disusun dengan menggunakan format

Rencana Bisnis dan Anggaran.

l^



(3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan

pelayanal yang menjadi tugasnya, dilakssnsl€n

dengan mengacu pada SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

(1) Penbinaan telnis Puske$nas yang menerapkan PPK

BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatsn'

(2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang mencrapkan

PPK BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola

Keuangan (PPKD)

(3) Pembinaan sebagaimana dirn'ksud pada ayat (1) dan

ayat (2), berupa fasilitasi, pcmberian orientasi umum,

petunjuk teknie, bimbingan teknis, pendidikan dan

latihsrr atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :

a. perhitungan sumber daya dan dana yang

dibutuhtsn untul( mencapai SPM;

b. penyusunan rencana pcncapaian SPM dan

penetapan target tahunan pencaPaian SPM;

c. penilaian prcatasi kerja pencapaian SPM;

d. pelaporan prestasi kcrja pencaPaian sPM;

e. penlrusunan peraturan perundang-undangan

untuk implementasi PPK BLUD pa.da Puskesmas

yang bersangkutan;

f. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;

g. Pelaksanaan anggaran; dan

h. Akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pa6al 8

(1) Pengawasan dilakukan oleh Peralgkat Daerah yang

mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

'i
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(3)

(1)

(21

(3)

(4)

sel,ain pengawasan yang dilatnrkan oleh Perangkat

Daerah yang mempunyai tugas dan fi.tngsi

pengawasan sebagaimsna dimaksud Pada ayat (U,

dapat rliteln'kaq oleh pengawas internal.

Pengan'as internal sebagaimana dimaksud pada ayat

(21, dilaksanakan oleh intemal auditor yang

berkedudukan langsung dibawah Kepala Puskesmas

sesuai dengan ket€ntuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII

DEWAN PENGAV/AS

Pasal 9

BLUD yang mcmiliki rcalisasi nilai omsct tahunan

menurut laporan operasional atau nil,ai aset menumt

neraca yang memenuhi syarat minimal, daPat

dibentuk dewan pengawas.

Jur ah anggota dewal pengawas sebagaimana

di"'aksud pada ayat (U, ditetaPkan sebanyak 3

(tigal orarl8 atau 5 0ima) orang dan seorang di

antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai

kefi,ra dewafl pengawas.

Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dan jumlah anggota dewan pengawas

sebagaiuana dimaksud pada ayat (2), mengikuti

peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dal,am

Negeri.

Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan

Bupati atas usulan pemimpin BLUD.

Pasal 10

(1) De$'an pqngawas bertugas mclakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap pengeloliaan BLUD yang

dilekukaq oleh pejabat pengelora sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

t--,
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(21 Dewa[ pengawas berkewajiban:

a. memberikan pendapat dan saraa kepada Bupati

mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat

pengelola;

b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan

memberikan pendapat serta saran kepada Bupa.ti

mengenei setiap masalah yang dianggap penting

bagi pengelolaan BLUD;

c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLIJD;

d. memberikal nasehat kopada pejabat pengelol,a

dalam melaksanakan Pengelolaan BLUD;

e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik

keuangan maupun non keuangan, serta

memberit<an saran dan catatan-catatan penting

untuk ditindaklanjuti oleh pejabat penBelola

BLUD; dan

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan

penilaian kinerja.

Dewan pengawas mclaporkan pel,aksanaan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati

secara berkala paling seditit I (satu) kali dalam satu

tahun dan sewa.lrtr:-waktu apabila diperlukan.

Pasal l1
(1) Anggota dewan pengawas dapat terdid dari unsur-

unsur:

a. pqjabat Perangkat Daerah yang berkaitan dengan

kegiatan BLUD;

b. pejabat Perangkat Daerah yang membidalgi

pengelolaan keuangan daerah; dan

c. tenaga ahli yang s€suai dengan kegiatan BLUD.

Pengangkatan anggota dewan Irngawas tidak

bersamaan waktunya dengan pengangkatan

pejabat pengelola BLUD,

Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan

pengawas, yaitu:

(3)

l2l

(3)



(1)

(21

(3)

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-

masalah yang berkaitan dengian kegiatar BLUD,

serta dapat menyediakan wal(u yang cukup

untuk melaksanakaa tugasnya;

b. rnFrnfnr melaksanakan perbuatan hukum dan

tidak pemah dinyatakan Pailit atau tidak

pemah menjadi anggota direksi atau

komisaris, atau dewan pengawaa yang

dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan

Buatu badan usaha pailit atau orang yang

tidak pemah mel,akukan tindak pidana yang

merugikan daerah; dan

c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen

keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai

komitrnen terhadap peningkatan kualitas

pelayanan publik.

Pasal 12

Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan

selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali

untuk satu kali masa jabatffr berikutnya.

Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan

sebelum waktunya oleh Bupati.

Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum

waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketcntuan perundang-

undangaa;

c. terlibat dalam tindalon yang merugikan BLUD;

atau

d. dipidana penjara karena dipersalahkan

melakukal tindak pidana dan/atau kesalahan

yang berkaitan dengan tugasnya mel,aksanakan

pengawasan atas BLUD.

L



Pa8al 13

(l) Bupati dapat tlengangkat sekretaris dewan pengawas

untuk mendukung kelancaran tugas dewan

pengawas.

(2) Sckretaris dewan pngawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan

pengaxraE,

Pasal 14

Segala biaya yang dipedukan dalam pelakeanaan

tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas

dibcbankan peda BLUD dan dimuat delatn RBA.

BABVIII

KETENTUAN PENUTUP

Passl 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggsl

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dFlern Bcrita Daerah KabuPaten Musi

Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 6 &?ktil& 2olg
BUPATI RAWAS,

Dtu ndangkan di
pada tanggal 6

Muara Bcliti
&ptutb' 20t9

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODENSI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OI9 NOMOR.?O

t2


